BUPATI BANGLI
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TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Mcnimbang ;

Mengingat

!\.r

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7}, Pasal
Il avat (3), Pasal 14, Pasal 16 ayat (5),Pasal 18 avat(2) dan
Pasal 21 avat (3) Peraturan Dacrah Kabupaten Banglhh Nomor 4
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan,  untuk  memberikan  Kepastian hukum  dan
meningkatkan  pelayanan kepada  Wajib Pajak  perlu
menctapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Dacrah-dacrah Tingkat 1 dalam Wilayah Dacrah-dacrah
Tingkat | Bali, Nusa Tcnggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik
fndoncesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
bheberapa  kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4740y,



3.

10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indoncesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) scbagaimana telah diubah
dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Necgara Republik Indonesia
Nomor 4189);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
{Lembaran Daerah Kabupalen Bangli Tahun 2013 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);



Mcnetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPAT!I TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

10.

11.

Dacrah adalah Kabupaten Bangli

Pemerintah  Dacrah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bangh.

Bupati adalah Bupati Bangii.

Pejabat adalah Pegawal yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan  Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,

. Dinas  Pendapatan  Daerah adalah Dinas Pendapatan

Dacrah/Pascdahan Agung Kabupaten Bangli.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perscroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi

pembayar pajak, pemolong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyal hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk  kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Bangli.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara letap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laut,

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya
discbut SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk
mengolah nformasi/data objek dan subjek pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan
komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran,
pecndataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak
(Nomor Objek Pajak), pcrckaman data, pemcliharaan basis
data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP,
dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan
pcnagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib
pajak.



12.

13.

14.

160.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

24,

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutlnya disingkat NJOP adalah
harga rata-rata yang diperoleh darn transaksi jual beli yang
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual
beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti.

Pemungutan adalah suatu rangkaian Kkegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampail kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak scria pengawasan penyelorannya.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam
Tahun Pajak sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
mclaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sesuat dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjunya disingkat
SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Sctoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukli pembayaran alau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalul tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketctapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketelapan pajak yang
mecnentukan  jumlah  kelebihan pembayaran pajak  karcna
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau scharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratil berupa denda dan/atau bunga.

Surat Kcputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan  kesalahan  tulis, kesalahan hitung dan/atau
kckeliruan  dalam  pencrapan  ketentuan  tertentu dalam
peraturan  perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
atau SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.



25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yvang dilaksanakan
sccara objektil dan profesional berdasarkan suatu standar
pcmeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
mclaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

26. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencarit serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILATAN
Pasal 2

(1) Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek
Pajak dilakukan dengan SISMIOP,
{2) Pclaksanaan pembentukan basis data SISMIOP dilakukan
mclalw kegiatan :
a. pcendaftaran objeck Pajak dan subjek Pajak;
b. pendataan objek Pajak dan subjek Pajak; dan
" c. penilaian objek Pajak.

Pasal 3

(1) Pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayal (2) huruf a dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara
mengist Surat Pemberitahuan Objck Pajak (SPOP).

(2) SPOP  diisi  dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani dan disampaikan ke Dinas Pendapatan
Dacrah/Pasedahan Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau
kuasanya.

{3) Formulir SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Bupali ini dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma
di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung.

Pasal 4

{I) Pendataan  objck  Pajak dan subjek Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan olch Dinas
Pcndapatan Daerah/Pasedahan Agung dengan menuangkan
hasilnya dalam formulir SPOP.,

(2) Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif ;

penyampalan dan pemantauan pengembalian SPOP;

identifikasi objek Pajak;

verifikasi data objek Pajak; dan

. pengukuran bidang objek Pajak.

Qoo



Pasal 5

(1) Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayal (2} huruf ¢ dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Dacrah/Pasedahan Agung baik sccara massal maupun secara
individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang
telah ditentukan.

(2) Hasil Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP).

Pasal 6

Dinas Pendapatan Dacrah/Pasedahan Agung dapat melakukan
kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan
pcnyempurnaan SISMIOP.

Pasal 7

Pemeltharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara

a. Pasil yailu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan
oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau
pcjabat/instansi terkaitl pclaksanaannya; dan

b. Aktil vaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan
olch Dinas Pendapatan Dacrah/Pascdahan Agung dengan cara
mencocokkan dan menyesuaikan data objek Pajak dan subjek
Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau
mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai
pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan
prosedur pembentukan basis data.,

Pasal 8

Sctiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran,
pendataan, dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam
rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP
wajilb merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau
diberitahukan oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan Pajak Daerah.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan Kkegiatan pendaftaran, pendataan dan
pcnilaian  objek  Pajak dan  subjek Pajak dalam rangka
pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP,
Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung  dapat
bekerjasama dengan Kantor Pertanahan dan/atau instansi lain
yvang terkait.

(2) Pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam
rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data
SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi
persyaratan teknis yang ditentukan.



BAB Il
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD
Pasal 10

(1) Formulir SPPT berisi informasi sebagat berikut :
a. Halaman depan :
1. Lambang Daerah Kabupaten Bangli dan Kop Dinas
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung;

2. Informasi berupa tulisan “SPPT PBB Hanya Untuk
Kepentingan Pajak Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan
Hak”;

Kode Akun;
Tahun Pajak dan jenis sektor pajak;
Nomor Objek Pajak (NOP),
Letak Objek Pajak;
Nama dan alamat Wajib Pajak;
Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. Objek Pajak;
10. Luas Bumi dan/alau Bangunan,;
I1. Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOQP);
13. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
16. NJOP untuk penghitungan PBB;
17. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP);
18. PBB yang terutang;
19. PBB yang harus dibayar;
20. Tanggal jatuh tempo; dan
21. Tempat Pembayaran.
b. Halaman belakang :

1. Nama pctugas penyampai SPPT;

2. Tanggal Penyampaian;

3. Tanda tangan petugas; dan

4. Informasi lainnya.

(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
formulir kertas.

(3} Formulir  SPPT scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
secbagaimana tercantum dalam Lampiran 1l Peraturan Bupati
ini.

LxX N UL L

Pasal 11

(1) Penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan :
a. tanda tangan basah untuk Ketetapan Buku V;
b. cap tanda tangan untuk Ketetapan Buku lll dan IV; dan
¢. cclakan tanda tangan untuk Ketctapan Buku [ dan 1.
(2) SPPT dapat diterbitkan melalui ¢
a. pencetakan massal; atau
b. pencetakan dalam rangka :
1. pembuatan salinan SPPT;
2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjul suatu keputusan,
yaitu keputusan keberatan, Keputusan pengurangan
ketetapan, atau keputusan pembetulan.



3. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1
dan angka 2, SPPT dipergunakan sebagai tindak lanjut
pendaftaran objek Pajak baru dan mutasi objek Pajak
dan/atau subjek Pajak.

Pasal 12

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD
dalam hal :

a. SPOP tidak disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan
sctelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis;dan

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan  lain
ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah
Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan
olch Wajib Pajak.

{2) Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Il Peraturan Bupati
ini.

Pasal 13

(1) Kepala  Bidang Pendataan dan  Penetapan pada Dinas
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung menyampaikan SPPT
kepada petugas pemungut dengan disertai daftar penerimaan.

(2) Pctugas pemungut memisahkan dan mengkompilasi SPPT
berdasarkan alamat objek Pajak selama lebih kurang 1 (satu)
bulan sejak diterimanya SPPT.

(3) Pctugas pemungut menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak
untuk ketetapan Buku I, Buku I, Buku i, dan Buku IV
melalui Kelian  Banjar  Dinas/Kepala Lingkungan dan
Pckasch/Kehan Subak yang dituangkan kedalam Berita Acara
Pcnerimaan  SPPT, sedangkan untuk ketetapan Buku V
disampaikan langsung kepada Wajib Pajak atau wakilnya.

Pasal 14

(1) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT, maka
struk SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
wakilnya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal
diterimanya SPPT dimaksud.

(2) Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada
bagian bawah SPPT, sclanjutnya disampaikan kepada Kepala
Bidang Pendalaan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung,

{(3) Bidang Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan
Dacrah/Pascdahan Agung menghimpun struk SPPT yang
diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam dafltar
rckapitulasi pecnyampaian SPPT.



BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

(}) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara
Pcnerimaan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung.

(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara
Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung,
penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1
(satu} hari kerja.

(3) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro
atau cck, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan
sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.,

(4) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya
diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.

() Bentuk dan isi formulir SSPD sebagai tanda bukti pembayaran
Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
Bupati ini.

(6) Bentuk dan isi formulir SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang
ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak dipersamakan
dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 16

(1} Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

(2} Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
olch Wajib Pajak.

Pasal 17

(1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus
dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 {tiga
puluh} hari sejak tanggal diterbitkan.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Bupat up Kepala Dinas Pendapatan
Dacrah/Pasedahan Agung untuk mengangsur atau menunda
pcmbayaran Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya discbut utang Pajak,
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau
mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak
tidak akan mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

{(3) Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau
menunda pembayaran scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
kecuali STPD, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% {dua persen) sctiap bulan dihitung sejak
Jatuh  tempo pembayaran sampai dengan pembayaran
angsuran/ pelunasan.
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(4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari
kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan
dan bukti yang mendukung permohonan, serta ¢
a. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur,

masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
b. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan
Jangka waktu penundaan.

(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dapat
dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar
kekuasaan Wajib Pajak schingga Wajib Pajak tidak mampu
melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

(6) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
scbagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati
ini.

Pasal 18

(1) Wajib  Pajak yang mengajukan permochonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat {2) harus memberikan jaminan
yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan
Dacrah/Sedahan  Agung kecuali apabila Kepala Dinas
Pendapatan Dacrah/Sedahan Agung menganggap tidak perlu.

(2} Jaminan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
garansi  bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang
bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat
tanah atau sertifikat deposito. '

(3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka
waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam pasal 17 ayat (4) harus memberikan jaminan berupa
garansi bank scbesar utang Pajak yang dapat dicairkan sesuai
dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 19

(1) Angsuran atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan
Persctujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran
paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 {satu) bulan, untuk
pecrmohonan angsuran atas utang pajak yang masih harus
dibayar.

(2} Pecnundaan atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat
Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak untuk permohonan
penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus
dibayar.,

Pasal 20

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah
utang Pajak untuk tiap angsuran,

(2} Besarnya pelunasan atas penundaan utang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayatl (2) ditetapkan sejumlah utang
Pajak yang ditunda pelunasannya,

(3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang Pajak.
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(4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan
menerbitkan STPD pada setiap langgal jatuh tempo angsuran,
Jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.,

{0) Bunga scbagaimana dimaksud pada ayat (3} tidak dikenakan
terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 21

(1) Sctelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung
vang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (4) huruf a, dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara
lengkap diterbitkan Surat Keputusan.

(2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa :

a. menyetujul - jumlah  angsuran  Pajak  dan/atau  masa
angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui jumlah  angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran alau lamanya penundaan scsual dengan
pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan Dacrah/Sedahan
Agung; atau

¢. menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
schagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan
tidak diterbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui
sesual dengan permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan
Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu 14
{cmpat belas) hari kerja terscbut berakhir.

{(4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau
Pcjabat  yang ditunjuk menerbitkan Surat  Keputusan
Persetujuan  Angsuran  Pembayaran  Pajak  atau  Surat
Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.

{5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dilolak sebagaimana
dimaksud pada ayatl {2) huruf ¢, Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penolakan
Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 22

(1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan
permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran
Pajak diterbitkan SKPDLB pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga
terscbut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang
pajak yang bclum diangsur atau yang ditunda pembayarannya
scsual  dengan  kelentuan  peraturan  perundang-undangan
pajak dacrah.

(2) Dalam hal besarnya kelcbihan pembayaran Pajak dan/atau
pcmberian imbalan bunga lebih kecil dari utang Pajak yang
belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang Pajak
ditetapkan kembali dengan ketentuan :

a. jumlah pokok dan bunga scliap angsuran tidak lcbih dari
Jjumlah sctiap angsuran yang telah disctujui; dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa
angsuran yang telah disetujui.
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(3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa
angsuran sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakukan
dengan
a. memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang

pcmindahbukuan/ pembayaran dan perubahan saldo utang
Pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;

b. Wajib Pajak harus menyampaikan usulan perubahan
angsuran pahling lama 10 (sepuluh} hari kerja sejak tanggal
penerbitan  Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP); dan

¢. mcnerbitkan  Surat Keputusan Persetujuan Angsuran
Pecmbayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan
Surat  Keputusan Persetujuan  Angsuran Pembayaran
scbelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh
Wajib Pajak paling lama 10 (scpuluh) hari kerja sejak
tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak
menerima  usulan  perubahan angsuran dari Wajib  Pajak,
Bupali atau Pejabal yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat
Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan:
a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi

dengan sisa masa angsuran; dan

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang disetujui.

(O) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai
pembatalan  atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran
Pembayaran Pajak scbelumnya,

(6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau
pcmberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi
utang pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap melunasi sisa
utang pajak tersebut paling lama sesuat dengan jangka waktu
penundaan.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 23

(1) Bupati atau Pcjabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD
Jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh
lempo.

(2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saal jatuh tempo
pembayaran STPD/Keputusan Pembetulan/Keputusan
Keberatan/Putusan Banding,

(3) Dalam jangka waktu 21 {dua puluh satu) hari kerja setelah
tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang
terutang.

(4) STPD dan Sural Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2} sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 24

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu scbagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran jumlah Pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan
Sural Paksa schagaimana tercantum dalam Lampiran VIL

(2) Bupali atau Pcjabat vang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa
sctelah lewat 21 (dua puluh satu) hari scjak tanggal surat
(eguran atau surat peringatan atau sural lain yang scjenis.,

Pasal 25

Apabila pajak yang harus dibayar lidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 x 24 {dua kali dua puluh c¢mpatl) jam scsudah tanggal
pemberitahuan Sural Paksa diterima Wajib Pajak, Bupau atau
Pejubat  vang  ditunjuk  scgera  menerbitkan  Surat  Perintah
Mclaksanakan Penyitaan.

Pasal 26

{1) Apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus
dibavar tidak dilunasi sctelah lewat waktu 14 (empat belas) har
sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka scgera
dilaksanakan pengumuman lelang.

(2) Apabila utang pajak dan biaya pcnagihannya yang masih harus

dibavar tidak dilunasi sctelah lewat waktu 14 (cmpat belas) hari

scjak tanggal pengumuman lelang maka scgera  dilakukan
penjualan barang sitaan melalui kanor lelang.

Penjualan barang sitaan yang dikecualikan dart penjualan

lelang dapat dilakukan apabila utang dan biava penagthannya

vang masih harus dibayar tidak dilunasi sctelah lewat waktu

14 (cmpat belas) hari scjak tanggal pclaksanaan penyitaan

maka scgera dilakukan penjualan, penggunaan, dan/atau

pemindahbukuan barang sitaan.

(3

Pasal 27
(1!

Juru sita Pajak Dacrah melaksanakan Penagihan Scketika dan
Sckaligus tanpa menunggu tanggal jatuh lempo pembayaran
berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sckaligus
ving  diterbitkan  olch  Pcjabat  pada  Dinas  Pendapatan

Dacrah/Pascdahan Agung apabila :

a. penanggung  Pajak akan meninggalkan [ndoncsia  untuk
sclama-lamanya atau berniat untuk itu;

h. penanggung  Pajak  memindahtangankan  barang vyang
dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia;

¢. lerdapal  tanda-tanda  bahwa  Pcnanggung  Pajak  akan
membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha,
atan memekarkan  usaha, atau  memindahtangankan
perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau
mclakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

¢. terjadi penvitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga atau terdapal tanda-tanda kepatlitan.



.14 -

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sckaligus sekurang-
kurangnva memuat
a0 nama Wajth Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung

Pajak;
L. Desarnya utang pajak;
¢. perintah untuk membavar;, dan
d. waktu pelunasan pajak.

(3) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Scketuka dan Sekahgus
olch Pejabat pada Dinas Pendapatan Dacrah/Pasedahan Agung
schagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
ketentuan scbagai berikut :

a. diterbitkan scbelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

b. diterbitkan tanpa didahulul Surat Teguran;

. diterbitkan sebelum jangka wakiu 21 {dua puluh satu) hari
sclak Surat Teguran diterbitkan; atau

d. diterbitkan scbelum pencrbitan Surat Paksa.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKST ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD, STPD
ATAU SKPDLB YANG TiDAK BENAR

Pasal 28

{1} Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabalannya Bupau
alau Pejabat yang ditunjuk dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratil
Pajak berupa bunga, denda dan kenaikan yvang dikenakan
karcna kckhilalan  Wajib  Pajak  atau bukan karena
kesalahannyva: dan

h. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD atau
SKPDLB vang tidak benar.

{2) Pengurangan  atau pcenghapusan sanksi admimstratif
schagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dapat dilakukan
terhadap sankst administratil yang tercantum dalam :

a. SKPD; atau

b. STPD;

(3) Pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB schagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat dilakukan dalam hal
terdapal ketidakbenaran atas ¢
a. juas objck Pajak;

b. NJOP; dan/atau

¢. penafsiran peraturan  perundang-undangan  pada  SPPT,
SKPD, STPD atau SKPDLB.

(4) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB scbagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT,
SKPD,  STPD atauw SKPDLB wrsebut  scharusnya  udak
diterbitkan.

Pasal 29

{1) Permohonan schagaimana dimaksud dalam Pasal 28 avat (1)
hurul a harus memenuhi persyaratan scbagai berikut .
a1 (satu) permohonan untuk 1 {satu} SKPD atau STPD;
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diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya sanksi administratif yang
dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan
yang mendukung permohonannya;

dilampiri  fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

Wajib  Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan
keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan
keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD,
dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan adalah sanksi administrati§l yang tercantum
dalam SKPD;

. Wajib  Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan

keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan
keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT
atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang
diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD;
Wajib Pajak tclah melunasi pajak yang tidak atau kurang
dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi
administratif yang tercantum dalam SKPD atau STPD; dan
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri
dengan surat kuasa.

(2) Permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi
administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan
schingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak
atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 30

(1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) hurul b harus
memenuhi persyaratan

a.

b.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau
SKPDLB;

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan  besarnya  ketetapan yang dimohonkan
pengurangan disertai alasan yang mendukung
permohonannya;

dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang
dimohonkan pengurangan;

. Wajib Pajak tidak mengajukan kebcratan atau mengajukan

keberatan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT, SKPD
atau  SKPDLB dalam hal yang diajukan permohonan
pengurangan adalah SPPT, SKPD atau SKPDLB;
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e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan
keberatan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT atau
SKPD yang lerkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan
pcrmohonan pengurangan adalah STPD; dan

. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri
dengan surat kuasa.

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut
keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak
yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dan huruf e.

(3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan schingga
tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang
mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 31

(1) Pcrmohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b
diajukan secara persecorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga
diajukan secara kolektil.

(2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara persecrangan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1} harus memenuhi

persyaratan -
a. 1 {satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau
SKPDLB;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

c. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB vyang
dimohonkan pembatalan; dan

d. surat pcrmohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri
dengan surat kuasa.

{3) Permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak
yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT
paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

b. digjukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

¢. dilampiri asli SPPT yvang dimohonkan pembatalan; dan

d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah/Prebekel setempat.

{4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB
secara persecorangan vyang tidak memenuhl persyaratan
schagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai
pcrmohonan schingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis
disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
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(5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
dianggap bukan scbagai permohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa/Lurah setempat
diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
permohonan diterima.

Pasal 32

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua,
permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman
surat keputusan atas permohonan yang pertama.

(3) Permohonan kedua scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Pasal 30 dan Pasal 31.

(4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis
discrtai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut
diterima.

Pasal 33

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling
lama 6 (cnam) bulan secjak tanggal diterimanya permohonan
diterima, harus memberi suatu  keputusan atas permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan
oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan
keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 34

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau
menolak permohonan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati up
Kecpala Dinas Pendapatan/Sedahan Agung mengenal alasan
vang menjadi dasar untuk menolak atau mengabuikan
scbagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Bupati atau Pejabal yang ditunjuk memberikan keterangan
secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
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BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK
Pasal 35

(1) Pengurangan  ketctapan  Pajak  terutang  dapat  diberikan
herdasarkan -
a. perltimbangan kemampuan membayar Wajyib Pajak; atau
b. kondisi tertentu objek Pajak.

(2) Pertimbangan kemampuan mcmbayar Wajib Pajak
schagaimana dimaksud pada avat (1) hurul a untuk :
a. Wajib Pajak orang pribadi meliputs -

1. objek Pajak vang Wajib Pajaknya orang veleran pcjuang
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, pencrima
tanda Jasa bintang gerilva, atau Janda/dudanya;
objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya  semata-mata  berasal dart pensiunan,
schingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;

3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadl yvang
berpenghasilan rendah, schingga  kewajiban  Pajaknya
sulit dipenuhi; dan/atau

4. objck Pajak yang Wajib Pajaknva orang pribadi yang Nilai
Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat
perubahan lingkungan dan dampak positif
pcmbangunan.

b. Waiib Pajak badan mcliput :

obick Pajak vang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan

viing mengalami keruglan dan kesulitan  hkuiditas  pada

Tahun Pajak schelumnva schingga tidak dapal memenuhi

kewajiban rutin,

{3) Kondisi tertentu objek Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah :
a. dalam hal objck Pajak terkena bencana alam atau scbab lain
vang luar biasa meliputi :

. bencana yang  diakibatkan  olech  peristiwa atau
scrangkatan peristiwa yang discbabkan olch alam antara
lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; dan

2. schab lain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah
penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman.

hh. objck Pajak pada tanah pertanian, jalur hyjau, kawasan
limitast dan wilavah tertentu yang ditctapkan olch Bupatl.
(4h) Objek Pajak pada tanah pertanian scbagaimana dimaksud pada
avat {3) hurul b adalah :
a. lanah pertanian lahan sawah, meliputi

1. lahan sawah irigasi, adalah lahan sawah yang sumber air
utamanya berasal dari air trigasi; dan

2. tahan sawah tadah hujan, adalah lahan sawah yang
sumbcor air utamanva berasal dan curah hujan.

b. tanah pertanian bukan sawah, mchipuu

1. tegal/kebun, adalah lahan bukan sawah (lahan kering)
vang ditanami tanaman scmusim alau tahunan dan
terpisah dengan halaman sckitar rumah  scerta
penggunaannya tidak berpindah-pindah;

[
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2. ladang/huma, adalah lahan bukan sawah {lahan kering)
yang biasanya ditanami tanaman musiman dan
penggunaannya hanya semusim  atau dua musim,
kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi
(berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa
tahun kcmudian akan dikerjakan kembali jika sudah
subur;

3. perkebunan, adalah lahan yang ditanami tanaman
perkebunan/industri seperti : karet, kelapa, kopi, teh,
dan sebagainya  baik yang  diusahakan  oleh
rakyat/rumah tangga ataupun perusahaan perkebunan
yang berada dalam wilayah kecamatan;

4. lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, adalah lahan
ini meliputi lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan/hutan
rakyat termasuk bambu, sengon dan angsana, baik yang
tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanami misalnya
semak-semak dan pohon-pohon yang hasil utamanya
kayu. Kemungkinan lahan ini juga ditanami tanaman
bahan makanan scperti padi atau palawija, tetapi
tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan;

5. padang penggembalaan/padang rumput, adalah lahan
yang khusus digunakan untuk penggembalaan ternak.
Lahan yang sementara tidak diusahakan (dibiarkan
kosong lebih dari 1 (satu) tahun dan kurang dari 2 (dua)
tahun) tidak dianggap sebagai lahan
penggembalaan/padang rumput meskipun ada hewan
yang digembalakan disana; dan

6. lahan yang sementara tidak diusahakan, adalah lahan
pertanian bukan sawah yang tidak ditanami apapun
lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang atau sama dengan
2 (dua) tahun. Lahan sawah yang tidak ditanami apapun
lebih dari 2 {(dua) tahun digolongkan menjadi lahan
pertanian  bukan sawah yang sementara tidak
diusahakan.

(5) Objck Pajak jalur hijau scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b adalah bagian dari Ruang Terbuka Hyau yang
ditctapkan oleh Pemerintah Daerah baik itu ruang-ruang di
dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk
area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur
vang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada
dasarnya tanpa bangunan.

(6) Objeck Pajak kawasan limitasi scbagaimana dimaksud pada
ayal (3) hurul b adalah kawasan yang tidak dapat
dikembangkan sama sckali yang memiliki ratio tutupan lahan
sama dengan 0 % (nol persen) sehingga tidak boleh ada
bangunan di dalam kawasan ini.

(7) Objek Pajak wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wilayah
dalam Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk
mendapatkan pengurangan Pajak.

(8) Objck Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau dan kawasan
limitasi scbagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (), dan ayat
(6} dapat diberikan pengurangan  sepanjang  seutuhnya
dipergunakan sesuai dengan peruntukkanya.
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Pasal 36

(1) Pengurangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan
kcpada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum
dalam SPPT dan/atau SKPD.

(2) Pajak yang terutang vang tercantum dalam SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan
sanksi administratif.

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah
diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan
denda administratif,

Pasal 37

Pengurangan  scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat
diberikan sebesar sckurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen)
dari Pajak yang terutang.

Pasal 38

(1) Pengurangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2}
huruf a dan huruf b dan Pasal 35 ayat (3) hurul a dapat
diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)
huruf b dapat diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.

(3) Permohonan Pengurangan Wajb Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diajukan secara:

a. perseorangan, untuk Pajak yang terutang yang tercantum
dalam SKPD; atau

b. perseorangan atau kolektif, untuk Pajak yang terutang yang
tercantum dalam SPPT.

Pasal 39

(1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan
harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang
dimohon disertai alasan yang jelas;

c. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan
Pengurangan;

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak berlaku kelentuan sebagai berikut:

1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa,
untuk:

a Wajib Pajak Badan,; atau
b Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang
lebih banyak dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa,
untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang
terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta
rupiah}; _

e. diajukan dalam jangka waktu:

1. 3 {tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
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3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat
Keputusan Keberatan;

4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana
alam; atau

5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab
lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak
dapal dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

tidak memiliki tunggakan Tahun Pajak sebelumnya atas

objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam

hal objek pajak terkena bencana alam atau scbab lain yang

luar biasa; dan

tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang

dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan

keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan

atas Surat Kepulusan Keberatan dimaksud tidak digjukan

Banding.

(2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektil harus
mcemenuhi persyaratan:

a.

b.

1 (satu} permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak

yang sama;

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang

dimohon disertai alasan yang jelas;

diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui:

1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)
sclempat  atau  pengurus  organisasi  terkait  untuk
pcngajuan permohonan; atau

2. Kepala Desa/Lurah/Perebekel setempat;

dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;

digjukan dalam jangka waktu:

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

2. 3 (tiga} bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana
alam; atau

3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab
lain yang luar biasa,

tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya

atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali

dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain

yang luar biasa; dan

tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimochonkan

Pengurangan.

Pasal 40

(1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.

(2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan.
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(3) Dalam  hal permohonan  Pengurangan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
ayal (2), Bupali atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara
tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan
secara perseorangan; alau

b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkaitl
lainnya, alau Kepala Desa/Lurah/Prebekel setempat dalam
hal permohonan diajukan secara kolektif.

(4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak  dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
Pengurangan kembali  sepanjang memenuhi  persyaratan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2}, atau
ayat (3).

Pasal 41

(1) Bupati atau P¢jabat yang ditunjuk berwenang memberikan
keputusan atas pecrmohonan Pengurangan Pajak yang terutang.

{2) Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
mengabulkan  sceluruhnya  atau  sebagian, atau  menolak
permohonan Wajib Pajak.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan hasil penelitian.

(4) Wajib  Pajak yang telah diberikan suatu keputusan
schbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi
mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD
yang sama.

Pasal 42

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling
lama 6 {enam} bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan
atas pcrmohonan Pengurangan.

(2) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau
kuasanya kepada petugas Dinas Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung atau petugas yang ditunjuk; atau

b. tangga! tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan,
dalam hal disampaikan melalui pos dengan buku
pengiriman surat,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah  terlampaui dan  keputusan  belum  diterbitkan,
pcrmohonan  Pengurangan  dianggap  dikabulkan, dan
diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
jangka waktu dimaksud berakhir.
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BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 43

(1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila :

a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang
seharusnya lerutang; dan

b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya
terutang.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati up
Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung untuk
pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(3) Formulir permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati
ini.

Pasal 44

(1) Permohonan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
harus memenuhi persyaratan:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan mencantumkan besarnya kelebthan
pembayaran pajak;

b. permohonan dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, STPD dan bukti
pembayaran pajak yang sah;

¢. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku
ketentuan sebagai berikut :

1. sural permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa,
untuk :

a wajib Pajak badan; atau

b wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan
pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak lebih besar
dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiahj;

2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa,
untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Kkelebihan
pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak paling banyak
Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiahj.

(2} Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai
pcrmohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 45

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keputusan atas
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
dalam jangka waktu paling lama 12 {dua belas) bulan sejak
tanggal ditcrimanya permohonan.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak
memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh
Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan
sesuai dengan permohonan yang diajukan.
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(3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.

(4) Pengembalian kelebithan pembayaran pajak dilakukan dalam
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP).

(5) Formulir SKPDLB sebagaimana lercantum dalam Lampiran IX
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 46

(1) Ruang lingkup Pcnghapusan Piutang Pajak yang menjadi
kewenangan Daerah meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga
dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan
tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan tclah
tecrcantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif.

(2) Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif
berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak
terscbut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagy karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 47

(1) Piutang Pajak yang lercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif
berupa  bunga dan/atau  denda  walaupun  hak untuk
mclakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dihapuskan
apabila piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi.

(2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan
tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai
ahli waris;

b. wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta
kekayaan lagi;

c. wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan Pailit
berdasarkan keputusan pengadilan, dan dari  hasil
penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang
Pajaknya; dan

d. wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lag)

karena :
1. wajib Pajak/pcnanggung Pajak pindah alamat dan tidak
mungkin dikctemukan lagi berdasarkan Surat

Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui
kepala Desa/Lurah; dan
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2. wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia
untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari
Kepala Lingkunga/Dusun ‘mengetahu Kepala
Desa/Lurah/Prebckel,

{(3) Wajib Pajak/penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita
acara pemeriksaan dan diumumbkan di Kantor
Kelurahan/Desa/Prebekel setempat selama 14 (empal belas)
hari kerja.

Pasal 48

(1) Piutang Pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)
terlecbih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Pajak dan
telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku
Daflar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 49

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2}
tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
Pasal 50

{1) Pada setiap akhir Tahun takwim, Kepala Bidang Penagihan
pada Dinas Pendapatan Dacrah /Pasedahan Agung
menyampaikan Daftlar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan
Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala
Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung.

(2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar
Cadangan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

nama wajib pajak dan penanggung pajak;

alamat wajib pajak/penanggung pajak;

Nomor Objek Pajak (NOP);

. jenis pajak daerah;

tahun pajak;

jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang

akan dicanangkan untuk dihapus;

g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.

(3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh :

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000.,00
(hma miliar rupiah); dan

b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 {lima
miliar rupiah).

-6 0o

Pasal 51

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung setelah
menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan
Piutang Pajak segera membentuk Tim untuk melakukan
penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan
dan cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

(2) Pembentukan Tim  secbagaimana dimaksud  pada  ayat (1)
ditctapkan dengan Keputusan Bupati.
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(3) Dalam hal tertentu Kepala Dinas Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung dapat memerintahkan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah
untuk mendamping: Tim.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat

Pcrintah vang diterbitkan Dinas Pendapatan
Dacrah/Pascdahan Agung.
Pasal 52

{1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayal (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan
Dacrah/Sedahan Agung dalam bentuk laporan.

(2) Laporan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat : '

nama wajib Pajak dan penanggung Pajak;

alamat wajib Pajak/penanggung Pajak;

Nomor Objck Pajak (NOP);

. nomor dan tanggal SPPT/SKPD/STPD/Surat Keputusan

Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan

Pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa

kenaikan bunga dan/atau denda;

jenis Pajak daerah;

tahun Pajak;

besarnya piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang

akan dicanangkan untuk dihapus;

acow

R

h. tindakan Pcnagihan yang pernah dilakukan;

i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
dan

j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian
lapangan.

Pasal 53

(1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak
Dacrah yang telah dilakukan penelitian, Kepala Dinas
Pendapatan Daerah/Sedahan Agung mengajukan permohonan
penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati.

(2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupat.

Pasal 54

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan Agung
menyampaikan  petikan Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayal (2) kepada Kepala Bagian
Keuangan dan Kepala Bidang Penagihan pada Dinas
Pendapatan Dacrah/Pasedahan Agung.

(2) Petikan Keputusan Bupati sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
olch Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung segera mengadministrasikan dan
menghapus piutang Pajak dari daftar piutang Pajak daerah.
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BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 55

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :

da.

b.

wajib Pajak berpcndapat bahwa luas objek Pajak atau NJOP
tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
terdapat perbedaan penafsiran peraturan Pajak.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan
secara ;.

a.
b.

perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
perseorangan untuk SKPD.

Pasal 56

(1) Pengajuan  Keberatan secara  perseorangan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat {2) harus memenuhi
persyaratan :

coooe

satu Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

dilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan kcberatan;

dikemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut

penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang

mendukung pengajuan Keberatannya;

diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal

diterimanya SPPT atau SKPD, kecuali apabila wajib pajak

alau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu

tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya,;

dan

surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam

hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak :

1. harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk wajib
pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang lebih
banyak dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau wajib
pajak badan; atau

2. harus dilampiri dengan surat kuasa untuk wajib pajak
orang pribadi dengan pajak yang terutang paling banyak
Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :

a.

b.
C.

oo o

satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang
sama;

diajukan sccara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

pajak yang terultang untuk setiap SPPT paling banyak
Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiahj;

diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
diajukan meclalui Kepala Desa/Lurah/Prebekel setempat;
dilampiri SPPT yang diajukan keberatan,

mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut
penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang
mendukung pengajuan Keberatannya; dan
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h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui
Kepala Desa/Lurah/Prebekel setempat dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasannya.

(3) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar
untuk memproses Surat Keberatan adalah :

a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan
secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada
petugas Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung atau
pctugas lain yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalam hal
disampaikan mclalui pos dengan bukti pengiriman surat.

{(4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2} hurul g, pengajuan
Keberatan disertai dengan :

a. fotokopi identitas wajib pajak dan fotokopi identitas kuasa
wajib pajak dalam hal dikuasakan;

b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;

¢. fotokopi jin Mendirikan Bangunan (IMB}; dan/atau

d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 57

(1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (2),
dianggap bukan sebagai Sural Keberatan schingga tidak dapat
dipertimbangkan.

(2) Dalam hal pcngajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) har
kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan harus
memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari
kepada ¢
a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan

secara perscorangan; atau
b. Kepala Desa/Lurah/Prebekel setempat dalam hai pengajuan
keberatan secara kolektif.

(3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak masih dapat
mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka
waklu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f
dan ayat (2) huruf h.

Pasal 58

(1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat
meminta Keterangan secara tertulis mengenal dasar pengenaan
dan/atau penghitungan Pajak yang terutang kepada Bupal
atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keterangan yang
diminta oleh Wajib Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
surat permintaan Wajib Pajak diterima.
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(3) Jangka wakiu pemberian keterangan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk alas permintaan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu
pengajuan Kceberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47
ayat (1) huruf [ dan ayat (2) huruf h.

Pasal 59

keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
paling sedikit scjumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Pasal 60

(1) Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Keputusan atas
pengajuan Keberatan dalam hal Pajak yang terutang paling
banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus jula
rupiah).

(2) Bupati berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan
Keberatan dalam hal Pajak yang terutang lebih banyak dari
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 61

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan
ayat (2) ditctapkan berdasarkan hasil penclitian kantor dan
apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian
lapangan.

(2) Penelitian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan  surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam
laporan hasil penelitian.

(3} Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Pejabat pada
Dinas Pendapatan Dacrah/Pasedahan Agung terlebih dahulu
memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitan
di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 62

(1} Bupali atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka wakitu 12 (dua
belas) bulan  terhitung sejak tanggal penerimaan surat
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3)
memberi  suatu  Keputusan atas pengajuan Keberatan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau ayat (2).

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa menerima seluruhnya atau scbagian, menolak,
atau menambah besarnya jumlah Pajak yang lerutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan, pengajuan
Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan
sesual dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu
dimaksud berakhir.

(4) Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data
dalam SPPT atau SKPD, Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan
Agung menerbitkan SPPT atau SKPD baru berdasarkan
Keputusan  Keberatan tanpa merubah  saal jatuh  tempo
pembayaran.

(5) SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak bisa digjukan Keberatan.
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Pasal 63

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan Keputusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Wajib Pajak dapat
menyampaikan alasan  lambahan atau  penjelasan  tertulis
scpanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 64

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupatl ini,akan
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan
Agung.

Pasal 66
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kabupatlen Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal ¢ Seplemtbes Ap13
BUPATI BANGLI,

/TR

[K'/i MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal ae ScpTenmer A D%

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

o~

BAGUS RAI DARMAYUDHA
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR O TAHUN 2013
TANGGAL ... 2013
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

PEARINT AT RABLUPATEN BANGLH

. . SPPT PEE
DINAS PENDAPATAN DAERAWPASEDARAN AGUNG HANYA UNTUL KEPENTINGAN PAJAK
T BRIGHDN SGURALRAING 76 - BANGLEBALI BURAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN
TETEPON/E AN 103663 91123 HAK
SURAT PEMBE]}ITAHUAN PAJAK TERUTANG AKUN
NOP : MI DAN HANGUNAN TAHUN

LETAK OBRJEK AN ALAMAT WAJIB PAJAK

NPWP ; :
OBJER PAJAKR LUAS (m9 ! KELAS NJOP PER m¥ffép) TOTAL NJOP (Rp)

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBBE =
NJOPTKP (NJOP Tidak kena Pajak| =
NJOP untuk penghitungan PBR3
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)
PBB vang Terhutang

o4

PAJAK UMY DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rpl

FGLOIATUH FEMIPO KEPALA

TEMPAT PEMBAYARAN

NAMA WP : Diterima tgl :

Letak Objek Pajak : Kecamatan Tanda Tangan
Desa/Kelurahan

NOP : B OO }

SPPT Tahun/Rp - Nama Terang




Nama Pelugas : Tanda Tangan Peiugas :

Discrahkan ke Wajib Pajak tanggal -

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan

(coretan. tip-ex dan lain-lain)

Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli.

Pajak vang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya

6 (enam| bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT) ini.

3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran
vang diteniukan pada SPPT ini.

4. Bukit Pelunasan Pembavaran PIB-1"2 vang sah adalah
a] Surat Sctoran Pajuk Daerah (SSPD) PBB-P2 untuk pembayaran

secarn langsung atau melalui petugas pemungut.
bl Siruk ATM/bukn pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi
pembavaran pajak secara elektronik.
2 Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan
transfer/ pemindahbukuan/ pengiriman uang melalui bank/kantor
poOs, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak,
NPWE dan Kode Akun.
6. Pajuk vang terutang vang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo,
dikenakan sanksi sebagai berikut
Al sanksi administratif 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak
vang terutang vang tidak dibayar, dan

b) ditagih dengan STPD dan dalam hal STPD tidak dilunasi,
dilanjutkan dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan
dan pelelangan atas kekavaan Wajiby Pajak.

7. Keheratan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat
diajukan ke IDlinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Bangli dalam jangka waktu 3 {tiga) bulan sejak tanggal
diternmmanya SPIT ink.

8. Permohonan pengurangan Pajak vang disebabkan karena kondisi
wertentu objek pajak vang ada hubungannya dengan Wajib Pajak
dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya harus diajukan
paling lambat 3 {tiga) bulan terhitung sejak
a) diterimanva SPPI ini;
bl terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain vang luar biasa.

Y. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika
Wajih  Pajak  dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar
kekuasaannya,

1O, Pengajuan Reberatan, Banding dan Pengurangan tidak menunda
kewajiban membayar Pajak.

11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik
seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli.

12. NJOI* sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada SPPT ini dapat
dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan llak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTD).

[3. Apabila ranggal jatuh tempo tertulis tanggal
a) 31 Oktober. maka bulan | setelah tanggal jatuh tempo adalah

i

tanggal 1 November s/d 30 November; bulan 1l adalah tanggal 1
Desember s/d 31 Desember, dsr,

b) 10 Oktober, maka bulan | setelah tanggal jatuh tempo adalah
tanggal 11 Oktoher s/d 10 November; bulan 1l adalah tanggal 11
November s/d 10 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA

DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB-P2

BUPATI BANGLI,
m-

I MADE GIANYAR




LAMPIRAN Ili PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR . ....TAHUN 2013
TANGGAL : ... 2013
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
JL. BRIGIEN NGURAH RAINO 76 - BANGLE BALI
TELEPON/FAX (0366391123

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Nomor : Tahun Pajak

Tanggal Pencrbitan AKUN

Letak Objek Pajak Nama dan alamat Wajib Pajak
Alamat : Nama

Desa/Kelurahan % : Alamat

Kecamatan : Kabupaten/Kota't

Kabupaten : Bangli  Kode Pos : KodelPos

NOP : NPWP

Data Objek Pajak 2|

OBJLIK PAJAK LUAS [m* KIZLAS NJOP PER m4 NJOP [Rp}

CRpy I
Bumi
Bangunan

Bumi Bersama
| Bangunan Bersama I

......... S AT R T
Perhitungan Pajak yang terutang

1. NJOUP schagai dasar pengenaan PBB [Iotal N JOP)
| 2. Nilai Jual Objck Pajak Tidak Kena Palak (NJOP’FK]
3. NJO?P untuk pe ng,hltunf_.;dn PBB fangka 1 —angka 2)
4. Persentase Nilai Jual Kena Pclldk (NJKP) - -
3. NJKDP fangka 3 x angka “” - SSRGS W Lo,
6. 6.a. PBB yvang terutang (Tdnf % x dnbka 51 JRp.
6.b. Pengenaan Khusus RS bwastaﬂ"l“&/lnvestdm Wllayah Tertentu" Rp.
(...% angka 6.a) _ S S
7. PBIB vang harus dibayar (angka 6.a alau angka 6.b) B _ 1 Rp
8. Pokok/.Jumlah" PBB vang masih harus dibayar - 1 Rp.
9. Jumlah \ang masih ]'Idl"LI‘» d:l)d\ar (angka & + angka 9] | Rp
[(‘rblidng, '
Tanggal Jatuh Tempo : a.n. Bupati Bangli
Kepala Dinas Pendapatan Daerah/
Tempat Pembavaran Sedahan Agung Kabupaten Bangli

L) Coreryang udak perlu e
2] Hanva diisi untuk SKkPD vang diterbitkan berdasarkan Pasal NIP.
L avat (2 huraf a Perda No. 3 Tahun 2012 tentang PBB P2




Lampiran . SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK BUMI DAN BAN(:UNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
Nomor :
Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan
Fan;.,gd] Jdtuh Tempo :
| Nama deﬂ) |)F|Jdk
NPWP
NOP ) o
P(*rh]lungdn dedk vang 1¢ rutang N
i Jumlah Ruplah Menurul i
No Uraian Wd_}]b ]-’djakf [‘lbkub;"
. _ - we . .| Ketetapan | Keputusan
(1 @) N A < I T TR
2 lu:is Bangunan ) m+ . m?

3 | Luas Bumi Bersama R IO Y Y
4 L U"" Bang?undn Bera.d_n;@h_______ S S med .m?
5 __NJOP Bumi per m? (Kelas .. /Ketas Rp o I Bp.

6 | NJOP Bangunan per m/ (Kelas .. /Kelas 0" .| Rp.  |Rp ~
7 | NJOP Bumi Bersama per m? (Kelas /K(“ldb ]” IRp. I Rp.
8 | NJOP Bangunan Bersama per m- {Kela&. . /Kelas Rp. Rp.

S S I A
9 | NJOP Bumi (angka 1 x angka 5) e RP-Rp
10 | NJOP Bangunan (dn&kd 2x dngkd 6) i | Rpe [ Rp
L PNJOP Bumi Bersama (angka 3xangka7) " |Rp. T |rp _—
12 | NJOP Hdngunan Be rsama (angka 4 x dngkd 8} I Rp. Rp.

13 1 NJOP sebagai dasar pengenaan PRB {angka O + Rp. Rp.

|, angka 10 * angka |1 + angka 12) 1
C14 Nilan Jual ()I)J( k chdk Tidak Kena ]’d_}ak (NJOPTKP) Rp. | Rp.
15 | NJOP untuk ne ng.,h:lungan PBB {angka 13 - angka Rp. Rp.

o 14) N U A
16 | Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 4 S D <
(17 ] NJKP (angka 15 x angka 16) ~{Rp. | Rp.

18 | 18.a | PBB yang terutang (’Farlf ..... % X angkd 17) ARp. . IRp.

18.b | Pengenaan khusus RS bwastdﬂ”]“b/lnve%tds,l Rp. Rp.
1 1 Wilayah Tertentu 2 { ...% x angka 18.a)

19 | PBR vang harus dibayar (angka 18.a atau angka Rp. Rp.
20 Jumlah Pokok PBI3 yang masih harus dibayar (angka Rp.

19 kolom 4) ~angka 19 kotom3)) | |
Terbilang - B o ] - T i
............................................................................................... LT L T AT T e ST PP PP ,

1) Diist dengan Kelas NJOP/ m? sesuai kolom (3) / Kelas NOOP/m’ sesuai kolom {4)

2) Coret vang lidak periu

I MADE GIANYAR



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI

BANGLI
.... TAHUN 2013

A

13. 1. Nomor Objek Pajak

1.
2. NPWP
3. Alamat Wajib Pajak

C. 1. Jenis Ketetapan Pajak

NOMOR
TANGGAL & oo, 2013
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
LEMBAR 1

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
JL. BRIGJEN NGURAH RAI NO 76 - BANGLI BALI

TELEPON/FAX (0366) 91123

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN {PEB-P2}

Nama Wajib Pajak

Untuk Penyetor
Sebagai Buku
Pembayaran

2. Letak Objek Pajak

Kelurahan/Desa
Kabupaten

Kecamatan
Kode Pos

Tahun

2. Nomor Keletapan Pajak

D. Uraian Pembavaran

E. Jumlah Pembavaran
- Pokok Pajak
- Denda Administratid @ Rp.

Jumlah

F. Kode A

Terbhilan

: Rp.

: Rp.

g:

kun

Untuk disetorkan/dipidahbukukan ke rekening Kas Daerah.

Nomor

Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembavaran

Ruang vV

Rekening : ....coivininiens

724 RO

td
Nama Jelas ...,

Wajib Pajak/Penyetaor

ttd

alidasi Kantor Penerima Pembavaran

-10-



| PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI LEMBAR 2
DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG T
L. RAYA BRIGJEN NGURAH RAI NO 76 - BANGLI BALI R,

Agung Disampdikan
Oleh Penvengr

‘ TELEPON‘FAX (0366) 91123 Draerih 2 sl

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

A. 1, Nama Wajib Pajak
2. NPWDP
3. Alamat Wajib Pajak

B. 1. Nomor Objck Pajak

2. Letak Objek Pajak

Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten : Kode Pos

C. 1. Jenis Ketetapan Pajak
2. Nomor Ketetapan Pajak

D. Uraian Pembavaran

e

L. Jumlah Pembavaran Terbilang :
- Pokok Pajak T Rp.
- Denda Admintstratil : Rp.
Jumlah . Rp.

I°. Kode Akun

Untuk disetorkan/dipidahbukukan ke rekening Kas Daerah.
NOmMOT REKEIINE & oottt sttt saerereereersissresassatbotsstrns s sansnsnssssnsssasnansssssssns

Diterima olch Kantor Penerimaan Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gl e BEE L

Tid Ttd
......................... Nama Jelas ... ... e Nama Jelas oo

Ruang Validasi Kantor PPenerima Pembayaran

-11-




PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI LEMBAR 3

DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
JL. BRIGIEN NGURAH RAI NQ 76 — BANGLI BALI
TELEPON/FAX (03606} 91123

Untuk Bank/
Pos Persepsi

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

A. 1. Nama Wajib Pajak
2. NPWP
3. Alamat Wajib Pajak

B. 1. Nomor Objek Pajak

2. Letak Objek Pajak

Kelurahan/Desa : Kecamatan
Kabupaten : Kode Pos
e Tahon
C. 1. Jenis Ketetapan Pajak : 20
2. Nomor Ketelapan Pajak
1D Uraian Pembavaran
E2. Jumlah Pembavaran Terbilang :
- Pokok Pajak : Rp.
- Denda Administratif @ Rp,
Jumlah : Rp.
F. Kode Akun
Untuk disetorkan/dipidahbukukan ke rekening Kas Daerah.
NOMOT REMEMING © oottt sats st s nae s erasreras 1sseesassotbetssssiesassnnsrrasnsssssssnsnsssssnts
Diterima olch Kantor Pencrimaan Pembayaran Wajib Pajak/Penyelor
...................... tel e b
tid 11
......................... NamaJdelas ... | ... Nama Jelas ..........................
NIP

Ruang Validasi Kantor ’cnerima Pembayaran -

-12-



C.

PETUNJUK PENGISIAN

1. Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Liisi dengan alamat lengkap tempal tinggal/kedudukan Wajib Pajak.

. 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

2. Diisi dengan alamat lengkap lokasi/letak objek pajak.
1. Diisi dengan jenis ketetapan pajak (SPPT/SKPD/STPD PIIB-P2) yvang dibayar.
2. Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak (SPPT/SKPD/STPD PBB-P2) yang dibayar.

. Diisi dengan uraian jika diperiukan untuk memperjelas jenis/ maksud pembayaran,

. Diisi dengan besarnya pokok ketetapan pajak dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, diisi

dengan besarnva Denda administratil, diisi dengan hasil penjumlahan atas besarnya
pokok ketetapan pajak dan denda administratif, dan diisi dengan besarnya total
pembayaran dalam huruf.

Diisi dengan Kode Akun yang sesuai sebagal berikut :
Scktor Kode Akun

a. erdesaan 411311

b. Perkotaan 411312

BUPATI BANGLI,

YR

I MADE GIANYAR




—<xATURAN BUPAT] BANGLI

NOMOR : ... TAHUN 2013

TANGGAL .. 2013

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

............ s e dahun L
Kepada :
Pcrihal : Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran ' Yeh, Bupati Bangli

up.Kepala Dinas Pendapatan Daerah/
Sedahan Agung Kabupaten Bangli
di -
Bangli

Dengan hormat,
Sava vang bertanda tangan dibawah ini
Nama PSS
Akumat
Telp
Bertindak sclaku
Atas obyvek pajak PBB
Nama
NOP
Letak Obyek Pajak 0
menvalakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan : SKPD/STPD/SK Pembetulan/SK
Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali!
Tahun Pajak :
No. Ketetapan/Keputusan/Putusan .
Jumlah yang masih harus dibayar
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Terhadap utang pajak terschut diatas, saya mengajukan permohonan untuk :

1. mengangsur pembayaran pajak sebesar Rp. .............. P )4
H. Masa angsuran L e kali; dan
b, besarnya angsuran © Rp. o T U OO PP J¢; alau

2. menunda pembayaran pajak sebesar Rp.ooo (. e e e L
sampal  dengan  1angegal karena saya mengalami
kesulitan  keuangan/hikuiditas? ({posisi Kas, Bank dan utang piutang per tanggal
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /mengalami keadaan di luar kekuasaan') dengan bukti berupa
................................................................. e 0. (LEFlATARIT),

Berdasarkan permohonan schagaimana dimaksud diatas, saya bersedia memberikan jaminan
berupa :

Hormat Saya,
Pemohon

Kelerotioi .

1. Coret yong tidak pertn

2. Laisr dengan tfisan

3. Keterangan fikurditas distuntuk badan usahas>

BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR : ... TAHUN 2013
TANGGAL : . 2013
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAIT KABLUPATEN BANGILL
DINAS PENDAPATAN DAERAIVPASEDANIAN AGUNG
WBRIGHEN NGUR AN LAL NGO T BANGETBALL TELCRONIFAX (360 91125 TAHUN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
NOMOR :
TANGGAL PENERBITAN

Jumlah PRJAK | RD. it
yang terutang
yang masih harus
dibayar

Dengan huruf .

Letak Objek Pajak
Kabupalen
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Alamat

Nama dan alamat Wajib Pajak =~

Perincian Pajak yang terutang

1| Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD "Tahun " IRp.
2 Telah dibayar tanggal -~ IRp. ]

3+ Pengurangan N < AU

4 | Jumlah vang dapal diperhitungkan (angka 2 Rp.
prangkady o S
5 | Pajak vang kurang dibayar (angka 1 - angka 4) Rp.

6 1 Denda administrast 2% x bulan x Rp | Rp.

{angka 3)

7 Pajak vang terulang berdasarkan putu_scm Pél:l—gddlldnl:)a_]ak R—’p o
8 | Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7) Rp.
i ggdlla ‘uh Té'mpo':' o e et Tempat—r’erﬁﬁavgrdn o .
PERHATIAN ~—~ ~~ —~ —— SO
1. STPL} ini harus dilunasi paling lambat 1 Bangli, .......oooiiii Tahun .........
{satu} bulan sejak tanggal diterbitkan. a.n. Kepala Dinas Pendapatan
2. Apabila sctelah lewat tanggal jatuh tempo | Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Bangli,
utang pajak  belum  dilunasi,, maka Kepala Bidang .............,
tindakan penagihan  akan  dilanjutkan
dengan penerbitan Sural Paksa,
pelaksanaan sita dan lelang. NIP.
........................ Potatg disit dair koam ke Dipencla F’H_S?_(_f(”_l(ﬂl__{_’1&!:‘”3_Kﬂ_:“.{r_!féﬁ_{ﬁi_r__é;]_t_i“gf_r R R
Nama WP : Diterima tgl, ...................... lahun .........
NPW/P : Penerima
NOQP

No. STP1) :
Tanggal Penerbitan

Nama lengkap dan tanda tangan

-15-



B. SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
J BRIGIEN NGURAH RAI NGO 76 - BANGLI BALI
TELEPON/FAX 10366191123

Kepada :

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai
berikut :

Jenis Pajak | Tahun Na. dan tanggal STPD/SKPD/ Tanggal Jumlah
Pajak SK Keberatan/SK Pembetulan/ Jatuh Tunggakan Pajak
Putusan Banding Tempo (Rp.)
]

Dengan hurul :

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar
melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 {dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat
Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera
melaporkan kepada 1)inas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli.

FERHATIAN

Bangli, ................. Tahun .....

PALA R TR 1 NANT ALAM W AR |1 Kepala Dinas Pendapatan Daerah/
1D L SATE LA SETTLAL . : .
LABCAAE S0V TRGL AN 1l SESLDAN Sedahan Agl.ll’lg Kabu paten Bangl;,
PEATAS WARTD I TINDIIARAN PRNACGTTTAN

VAN PILANAT TRAX I MOAN

PR TRATEAN =0 a1 PAkhsA

h NIP.

MCoret yang tidak pertu

BUPAT! BANGLI,

I MADE GIANYAR
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LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR e TAHUN 2013
TANGGAL .. 2013
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN.

SURAT PAKSA

FEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
DU BRIGHN NGURAT RAFNO 76 - BANGLTBALI
TELEPONA AN (03663 91123

SURAT PAKSA

Nomeor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH / SEDAHAN AGUNG
KABUPATEN BANGLI

Menimbang bahwa

Nama Wajph Pajak/

Penanggung

NPWI? :

Alamai /tempat tinggal

Menunggak pajak scbagaimana tercantum dibawah ini @

Jenis Pajak + Tahun Nomor dan Tanggal STPD/SKPI/ Jumlah
Pajak SK Keberatan/SK Pembelulan/ Tunggakan Pajak

__Putusan Banding | (Rp) |

JUMLAH Rp.

Dengan hurul :

IDengan ini ;

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membavar jumlah tunggakan pajak
tersebut ke Bank/Pos Persepsi, ditambah dengan biava penagihan dalam waktu 2 x 24 {dua
kali dua puluh empat) jam scsudah tanggal pemberitahuan Sural Paksa im.

2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain
vang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Suratl Paksa dengan melakukan penyitaan
atas harang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 x 24 (dua
kali dua puluh empat} jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

FERHATIAN Bangli, ............oolL Tahun .....
PALAL AR [NLNAST DALAM WAKTL 2 % Kepala Dinas l"endapatan Daerah,f
24T RALL DUA PULLHE EMEPATT AM N :
SETELAN TARGGAL  SURAT  PARSA LN Sedahan Agung Kabupalen Bangll,

SESUTAG HATAS WAk L UL HINDARAN
TENAGILIAN AhovX BELARNI [ AN I MOAN

MY TV AAN . )
' ' NIP.
| "Coret yang tidak pertu

7/

BUPATI BANGLI,

>

[ MADE GIANYAR
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LAMPIRAN VIIl PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR e TAHUN 2013
TANGGAL 2013
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

............ y ceeeennoan-Tahun
Nomor Kepada :
Lampiran :  Yth. Bupati Bangli
Perihal : Permohonan Pengembalian up.Kepala Dinas Pendapatan Daerah/
Kelebihan Pembayaran PBB-P2 Sedahan Agung Kabupaten Bangli
Tahun ............. di -
Bangli
Dengan hormat,
Sava vang bertanda tangan dibawah ini Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *
Nama Wajibh Pajik 0 e e
LAY 20 15 7 | S O U T O P O SO PO PSPy
Pelp..

Letak Objek Pajak
Nomor fnduk 1/ N QP S DO,
Bersama ini mengajukan  permohonan  pengembalian  kelebihan  pembavaran PBB-P2  atas
SPPT/SKPD/STPDY  Tahun sebesar Rp. ...l dengan  huruf
O S S OO O PO PSS SO )

Bentuk pengembalian vang kami mohon adalah sebagai berikut :

dibayvar tunai (restitusi) pada Rek. No. ... OO OO ORI di Bank

diperhitungkan (kompensasi) dengan utang/ketetapan PBBYTh. ....... s

alas nama

Wajib Pajak
Alamat

Letak Objek

No. Induk’™/ NODP
No., Sen

Disumbangkan kepada Negara.

Sebagai bahan pertimbangan/ penelitian kami lampirkan ;

a. IFolo Copy SPFT, SKPD, STrD

b. Foto Copy Salinan Sural Kepulusan tenlang :

Penvelesaian Keberatan

Pemberian Pengurangan/Pengurangan Denda "

Banding

c. Asli: D S88PI0), I:‘ Resi

Hormat Saya,
Pemohon

Keterungon
g Crared gty Lk prerfis
4 LR TIERC T TIPSR AN FETREN R

D Lhrsr dengon tando X pada kotek yang berkenaan yong perfu saga

BUPATI BANGLI,

| MADE GIANYAR
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LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR : ... TAHUN 2013
TANGGAL: 2013
TENTANG: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH RABUPATEN BANGIL
o DINAS BFENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
> : & HBRIGH N NGURAH RAING 76 BANGE- BALL TELEPON (0366)91123

FAN 0366-91 123 NO URUT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)
MASA USSP PPV

A WAJIE PAJAK
NAMA
NPWI?
ALAMAT
B. SPIPT/SKPD/STIPD
NOMOR
TANGGAL
PBB - P2 TERUTANG
C OBJLEK PAJAK
NOP
ALAMAT
DESA/KELURANAN
KECAMATAN

1. Berdasarkan Perda Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain
atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

1. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain terscbut diatas, Penghitungan jumlah lebih
bavar vang seharusnva tidak terutang adalah sebagai berikut:

| Dikembalikan Dengan
No. | Sektor | Nomor Jumlah kelebihian
Indulk E;E’El tan Pembayaran Dipindah | Tunai | Diperhitungkan | Disumbangkan
Nomor Seri g Bukukan {Kompensasi) kepada Negara
vz 38 4 2 6 7 8 9
. Kelebihan Pembayaran PBB — P2 Tahun ............. SebesarRp. ...

Dengan hurul : '
PERHATIAN :
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunkan

Surat Perintah Membavar Kelebihan Pajak (SPMKP).

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Dacrah/
Sedahan Agung Kabupaten Bangli,
Kepala Bidang ............. ,

NIP.

BUPATI BANGLI,

V g

| MADE GIANYAR
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